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ABSTRAK 

 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul 

“Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik 

Baru Menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019’’ yang bertujuan untuk 

menjawab dua rumusan masalah pertama, bagaimana Sistem Zonasi dalam  

Penerimaan Peserta Didik Baru menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 dan  

menjawab bagaimana analisis fiqh siya>sah terhadap Sistem Zonasi dalam 

Penerimaan Peserta Didik Baru menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan 

undang-undang (statue approach). Adapun teknik yang digunakan library reseach. 

Kemudian menganalisa menggunakan teknik kualitatif deskriptif dan pola pikir 

deduktif terhadap sistem zonasi penerimaan peserta didik baru dalam 

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 yang dikorelasikan dengan konsep fiqh 
siaya>sah dustu>riyah menggunakan wiza>rah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya peraturan yang dikeluarkan 

oleh menteri pendidikan dan kebudayaan yakni Permendikbud Nomor 20 Tahun 

2019 ini memiliki tujuan yaitu untuk menyamaratakan sekolah yang ada di 

Indonesia. Sedangkan adanya peraturan menteri tersebut, justru menimbulkan 

kekecewaan bagi wali murid dan murid itu sendiri dikarenakan tidak memandang 

kecerdasan setiap murid dalam memilih sekolah. Hal tersebut dikarenakan 

peraturan yang telah dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut 

tidak selaras dengan peraturan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan 

bahwasannya seseorang bisa mendapatkan haknya untuk memperoleh  pendidikan 

dengan pengembangan diri atau potensi yang dimiliki. Hal ini sangat relevan 

dengan konsep fiqh siyas<ah khususnya dalam ruang lingkup siyas<ah dustu<ri<yah 
yaitu peraturan perundang-undangan yang telah terbentuk dalam konteks Islam 

maupun pada masa sekarang, sama halnya harus memperhatikan terkait 

kemaslahatan ummat. Hal ini dikarenakan agar peraturan yang ada tidak 

bertentangan dengan dalili-dalil yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. 

Dalam siyas<ah dustu<ri<yah konsep wizarah pada masa sekarang disetarakan dengan 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Wazir sendiri adalah petugas yang 

melaksanakan peraturan-peraturan dari lembaga wizarah. Dalam menjalankan 

tugas tersebut seorang wazir harus berpedoman pada forum musyawarah supaya 

tercipta prinsip-prinsip yang lebih mengutamakan kemaslahatan ummat. 

Sejalan dengan kesimpulan diatas dalam rangka menjaga kemaslahatan 

umat, terkait dengan masalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan yakni Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang sistem 

zonasi. Maka dari itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebaiknya 

mengevaluasi lagi peraturan yang telah dibuat, agar peraturan tersebut selaras 

dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang  merupakan hierarki tertinggi dalam 

staatfundamentalnorms. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

       Sistem pendidikan di Indonesia seringkali mengalami perubahan atau 

perkembangan zaman dari tahun ke tahun atau mempunyai sifat dinamis. 

Sejarah pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian 

kurikulum dari 1975 hingga 2013. Setiap kurikulum memiliki karakteristik 

yang berbeda sesuai dengan zaman. Ada dua agenda dalam reformasi 

pendidikan yaitu, perubahan orientasi dan tujuan pendidikan, dan 

perubahan manajemen pendidikan.1 

       Sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional2 yang 

ada di Indonesia. Salah satu hal yang diatur dalam sistem pendidikan 

adalah sistem penerimaan peserta didik baru atau biasa dikenal dengan 

PPDB. Sistem PPDB pada tahun ini menggunakan sistem zonasi yang 

tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 

Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah 

Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayan Nomor 51 Tahun 2018 jo. Peraturan Menteri 

                                                           
1 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahn 1945 (Depok: Prenadamedia, 2017), 967. 
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Sitem Pendidikan Nasional 
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Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan 

Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau Bentuk Lain yang 

Sederajat.3  

       Jalur atau sistem zonasi merupakan salah satu peraturan yang 

diterapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk pemerataan akses 

pada layanan pendidikan. Jalur zonasi ini salah satu jalur dalam penerimaan 

peserta didik baru dengan memprioritaskan jarak antara tempat tinggal 

terdekat dengan sekolah. Maksud dari jarak tempat tinggal terdekat yaitu 

jarak tempuh dari kantor kelurahan atau desa menuju ke sekolah. Akan 

tetapi jika jarak antara tempat tinggal dengan sekolah sama maka 

diprioritaskan yang lebih awal mendaftar.  

       Alasan diberlakukannya sistem zonasi itu sendiri agar terciptanya 

keadilan maksud dari keadilan tersebut yaitu siswa yang pintar tidak akan 

berebut di sekolah favorit karena nanti mereka akan berkumpul semua. Dan 

sebaliknya siswa yang kurang pintar dapat mendapatkan kesempatan yang 

lebih baik. Sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan diantaranya 

pemerataan akses pada layanan pendidikan, pemerataan kualitas 

pendidikan, menciptakan banyak sekolah favorit, dan peningkatan kualitas 

guru. Sistem zonasi ini juga dianggap dapat meminimalisir kecelakaan 

                                                           
3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2019 Jo. Nomor 51 Tahun 2018 

Jo. Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, 

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah 

Kejuruan 
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maupun kemacetan dijalan karena saat ini banyak para siswa dibawah umur 

memakai kendaraan bermotor untuk berangkat sekolah yang dapat 

membahayakan dirinya, lebih menghemat waktu karena jarak sekolah 

dengan rumah lebih dekat jadi membuat resiko datang terlambat ke sekolah 

menjadi lebih kecil, orang tua pun bisa lebih mengawasi bagaimana 

perkembangan anak saat mereka berada di sekolah dengan lebih mudah.  

       Sistem zonasi ini mengalami beberapa kali perubahan yang terdapat 

dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yaitu dalam pasal 16 yaitu 

menjelaskan pendaftaran PPDB hanya dilakukan dengan jalur zonasi paling 

sedikit 90%, prestasi paling banyak 5% dan perpindahan orang tua paling 

banyak 5% dari daya tampung sekolah.4 Kemudian perubahan kedua 

terdapat dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 secara kontekstual 

tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya terdapat pengurangan 

persentase dari jumlah peserta didik yang masuk dalam zona tertentu yakni 

sebelumnya 90% menjadi 80% untuk zonasi. 5% menjadi 15% untuk 

prestasi.5 Dan dihapusnya sanksi berupa pengurangan bantuan dari 

pemerintah pusat atau realokasi dana bantuan sekolah. 

       Regulasinya tidak berjalan baik karena berbagai alasan seperti 

minimnya sosialisasi sistem penerimaan peserta didik baru ke calon dan 

                                                           
4 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah 

Menengah Kejuruan Pasal 16 
5 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah 

Menengah Kejuruan Pasal 16 ayat (1) dan (2) 
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orang tua peserta didik, hausnya sosialisasi dilakukan secara Terstruktur, 

Sistematis, dan Masif (TSM). Karena sistem zonasi yang kurang berjalan 

baik, banyak calon siswa yang tidak terakomodasi karena tidak bisa 

mendaftar ke sekolah manapun. Akan tetapi di sisi lain ada sekolah yang 

kekurangan siswa lantaran letaknya jauh dari pemukiman penduduk. 

penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di setiap kecamatan dan 

kelurahan. Banyak daerah yang pembagian zonasinya di dasarkan pada 

wilayah administrasi kecamatan.  

       Banyak resistensi atau penolakan di masyarakat dengan peraturan 

yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Para 

orang tua beranggapan peraturan yang dikeluarkan Oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan tersebut tidak adil bagi calon siswa yang 

mendapat nilai Ujian Nasional yang tinggi. Karena pada akhirnya nilai 

Ujian Nasional tidak digunakan dalam pendaftaran Sekolah Negeri 

melainkan dengan zonasi, jarak tempat tinggal dengan sekolah.  Hingga 

sempat terjadi kericuhan di Surabaya yang dilakukan oleh ratusan wali 

murid di Kantor Dinas Pendidikan Surabaya. Para wali murid menolak 

dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah 

Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan yang di dalam Permendikbud 

tersebut dijelaskan pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan beberapa jalur 
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salah satunya jalur zonasi.6 Para wali murid sempat menutup akses Jalan 

Raya Jagir yang berada tepat di depan Kantor Dinas Pendidikan. Penutupan 

jalan ini tidak berlangsung lama karena berhasil dihalau petugas. Ada 

beberapa massa membawa sejumlah spanduk yang meminta Presiden  

Jokowi untuk memecat Menteri Pendidikan. Massa juga menyampaikan 

protesnya tentang adanya peraturan zonasi tersebut. Suasana lebih tenang 

karena kepala dinas pendidikan menemui dan mengakomodir berbagai 

saran dan protes dari massa. Namun tak selang lama, massa ricuh kembali 

dengan dorong-dorongan hingga ada massa yang menarik-narik kepala 

dinas pendidikan.7 Akibat dari aksi demo tersebut membuktikan bahwa 

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Zonasi menimbulkan 

kericuhan dan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat. Hukum yang baik 

adalah hukum yang bisa diterima masyarakat yang artinya ketika 

pemerintah ingin membuat peraturan harus melihat efek yang timbul untuk 

kedepannya akibat peraturan tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat 

suatu peraturan harus sesuai dengan norma yang terkait.  

       Kejadian yang ada dilapangan menjelaskan bahwa Permendikbud 

Nomor 20 Tahun 2019 sangatlah merugikan bagi siswa dan orang tua. 

Akibat dari adanya Permendikbud ini untuk siswa yaitu membuat siswa 

                                                           
6Endro Yuwanto, “Penolakan PPDB Sistem Zonasi di Surabaya terus Mengalir”, dalam 

https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/pte2y1438/penolakan-ppdb-sistem-

zonasi-di-surabaya-terus-mengalir diakses pada tanggal 05 Oktober 2019 
7Hilda Meilisa, “Protes Sistem Zonasi Wali Murid Minta Jokowi Pecat Mendikbud”, dalam 

https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4593815/protes-sistem-zonasi-wali-murid-minta-

jokowi=pecat-mendikbud diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 

https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/pte2y1438/penolakan-ppdb-sistem-zonasi-di-surabaya-terus-mengalir
https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/pte2y1438/penolakan-ppdb-sistem-zonasi-di-surabaya-terus-mengalir
https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4593815/protes-sistem-zonasi-wali-murid-minta-jokowi=pecat-mendikbud
https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4593815/protes-sistem-zonasi-wali-murid-minta-jokowi=pecat-mendikbud
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untuk malas belajar karena nilai Ujian Nasional tidak digunakan lagi untuk 

seleksi masuk sekolah berikutnya. Sedangkan untuk orang tua tidak terima 

karena anaknya sudah belajar maksimal akan tetapi dengan adanya 

Permendikbud tersebut tidak bisa diterima di sekolah favorit atau negeri. 

Padahal dalam Undang-Undang Dasar, negara menjamin kebebasan dalam 

memilih pendidikan di Indonesia, siapapun berhak untuk bisa atau 

mengunyah pendidikan yang baik dan dijamin oleh negara. Hal tersebut 

juga dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alenia 1 yaitu 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dari frasa ini bahwa tujuan dari 

negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga 

dalam pasal 28C ayat (1) dan (2)  Undang-Undang Dasar 19458 yang 

berbunyi  

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni 

dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan hak-haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa dan negaranya.   

Pasal 28E yang berbunyi  

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribada menurut 

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah 

negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” 

 

                                                           
8 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 C 
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Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berbunyi9  

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan 

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 12 ayat (1) huruf b yang berbunyi10 

“Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, 

dan kemampuannya”  

 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 

9 ayat (1) yang berbunyi11 

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

dengan minat dan bakat” 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Pasal 68 huruf b yang berbunyi 12 

  “Hasil Ujian Nasional digunakan sebagai dasar untuk: 

b. Pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya” 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, 

                                                           
9 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pendidikan Pasal 31 ayat (1) dan (2) 
10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) 

huruf b 
11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1)  
12 Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan 
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Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan 

Sekolah Menengah Kejuruan Pasal 16 ayat (1) dan (2) 

(1)  Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut : 

a. Zonasi 

b. Prestasi dan 

c. Perpindahan tugas orang tua/wali 

(2) Jalur zonasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung 

Sekolah. 

 

       Peraturan Perundang-Undangan yang telah dijelaskan diatas 

menyimpulkan bahwa peraturan yang lebih tinggi dari permendikbud 

Nomor 20 Tahun 2019 tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Dasar Pasal 28C, 28E, dan Pasal 

31. Peraturan Perundang-Undangan diatas menjelaskan bahwa masyarakat 

Indonesia dijamin haknya untuk menuntut pendidikan sesuai bakat dan 

minatnya akan tetapi dalam Permendikbud tersebut lebih membatasi 

pendidikan siswa dengan diberlakunya sistem zonasi.   

       Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

20 Tahun 2019, Peneliti menghubungkan dengan beberapa aspek hukum 

Islam yakni fiqh siya<sah dengan cakupan siya<sah dustu<riyah. Fiqh siya<sah 

menurut Imam al-Mawardi dalam kitab fiqh siya<sah yang berjudul al-

Ahkam al niyyah yang membagi ruang lingkup fiqh siya<sah ke dalam lima 

bagian antara lain:  

1. Siya<sah Dustu<riyah  
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2. Siya<sah Ma<liyah  

3. Siya<sah Qadha’iyyah  

4. Siya<sah Harbiah  

5. Siya<sah Idariyah    

       Fiqh siya<<sah menurut Abu Al-Wafa Ibnu ‘Aqil suatu tindakan yang 

dapat mengantarkan rakyat lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih 

jauh dari kerusakan. Objek pembahasan fiqh siya<sah ada beberapa yakni 

kebijakan pemerintah tentang Peraturan Perundang-undangan (siya>sah 

dustu<riyah), dalam hal ini juga dibahas konsep mengenai konstitusi, 

bagaimana cara perumusan Undang-undang tersebut atau biasa dikenal 

legislasi.13 Dalam kajian fiqh siya<sah kewenangan atau kekuasaan 

pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan disebut kekuasaan 

eksekutif yang merupakan istilah al-sult{hah al-tanfid{ziyah, sedangkan 

legislasi al-sult{hah al-tasyri<’iyah merupakan kekuasaan pemerintah Islam 

dalam membuat dan menetapkan hukum. Dengan demikian, unsur-unsur 

legislasi dalam Islam antara lain: 

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan 

hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam 

2. Supaya masyarakat Islam mau melaksanakan  

                                                           
13 Mohammad iqbal, Fiqih Siyasah “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”, (Jakarta: 

Prenadamedia grup, 2014), 177. 
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3. Isi peraturan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai 

dasar shari>’at al-Isla>m. 

Berdasarkan al-sult{hah al-tasyri<’iyah pemerintah melakukan tugas untuk 

membentuk suatu hukum yang akan dilaksanakan masyarakat Islam agar 

tercipta kemaslahatan umat.  

       Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan pentingnya dalam menuntut ilmu 

bagi umat Islam : 

ِنۡهُمۡ طَائٓفَِة   ِ فرِۡقَةٖ مل
ۚٗ فَلَوۡلََ نَفَرَ مِن كُل هُواْ فِِ ٱللِ  ۞وَمَا كََنَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لِِنَفرُِواْ كََفَّٓة  تََفَقَّ ِ  وَلِِنُذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ  ينِ لِل

 ١٢٢إذَِا رجََعُوٓاْ إلَِِۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يََۡذَرُونَ   
Artinya : Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi 

(ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara 

mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan 

untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, 

agar mereka dapat menjaga dirinya.14 

        Sejalan dengan diterbitkannya Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 

akan merugikan calon siswa untuk mendaftar di sekolah yang diinginkan 

karena dibatasi oleh jarak tempat tinggal. Padahal dijelaskan dalam ayat 

diatas bahwa ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan 

tersebut amat erat dengan pendidikan, khususnya untuk memperdalam 

ilmu pengetahuan. “Mengapa tidak pergi dari setiap golongan diantara 

mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama”. 

Artinya menganjurkan dengan gencarnya, untuk memperdalam 

pengetahuan agama, sehingga manusia dapat memperoleh manfaat untuk 

                                                           
14 Al-Qur’an, 9:122 
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dirinya sendiri dan orang lain. Bukan hanya sekedar pengetahuan namun 

kesungguhan upaya yang dengan keberhasilan upaya itu para pelaku 

menjadi pakar-pakar dalam bidangnya.    

       Indonesia mengenal adanya Hierarki Perundang-undangan, mengenal  

bedannya istilah Lex Superior Derogat Legi Inferior makna tersebut 

merupakan peraturan yang ada dibawah tidak boleh bertentang dengan 

peraturan yang diatas, Islam juga mengenal adanya hierarki peraturan 

hukum secara sistematis. Pertama Alquran, kedua Sunah, ketiga Ijma, dan 

yang terakhir Qiyas.  

       Berdasarkan uraian tersebut, penyunsun memandang perlu meneliti 

dan membahas secara mendalam mengenai Sistem Zonasi dalam 

Penerimaan Peserta Didik Baru menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 

2019. Maka penulis membuat skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siya<sah 

Terhadap Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru menurut 

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019”.  

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka 

dapat di identifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya : 

a. Pengaturan Sistem Pendidikan di Indonesia 
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b. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru menurut 

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 

c. Implementasi sistem zonasi 

d. Problematika sistem zonasi 

e. Adanya kerugian Hak Asasi Manusia yang dialami oleh calon siswa 

atas berlakunya Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 

f. Tinjauan fiqh siya<sah terhadap sistem zonasi dalam penerimaan 

peseta didik baru menurut Permendikbud Nomor 20 tahun 2019 

2. Batasan Masalah  

       Berangkat dari identifikasi permaslahan tersebut, agar penelitian 

ini terfokus, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 

a. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru menurut 

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 

b. Tinjauan fiqh siya<sah terhadap sitem zonasi dalam penerimaan 

peserta didik baru menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 

 

 

C. Rumusan Masalah  

       Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  
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1. Bagaimana Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru menurut 

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019? 

2. Bagaimana analisis fiqh siya<sah terhadap Sistem Zonasi dalam 

Penerimaan Peserta Didik Baru menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 

2019? 

 

D. Kajian Pustaka  

       Kajian pustaka adalah deksripsi ringkas atau penelitian yang sudah 

pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat 

jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau 

duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.15  

                Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian 

terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yankni membahas perihal 

permasalahan mengenai sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik 

baru. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain: 

1. “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Proses Penerimaan 

Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah”. Skripsi ini ditulis 

oleh Eka Reza Khadowmi, Fakultas Hukum Universitas Lampung 

pada 06 Februari 2019. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang 

                                                           
15 Tim Penyunsun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 

(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8. 
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penerapan kebijakan sistem zonasi terhadap proses penerimaan 

peserta didik baru kabupaten Lampung yang masih mengacu pada 

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan beberapa faktor yang 

menjadi pengamabat dalam penerimaan peserta didik baru.16 

Sedangkan skripsi yang saya tulis ini lebih terfokus pada peraturan 

dan kebijakan yang dilaksanakan oleh seluruh sekolah baik SD, SMP, 

SMA dan SMK khususnya dalam topik Permendikbud Nomor 20 

Tahun 2019 dan ditinjau dengan hukum Islam. 

2. “Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Sistem Zonasi 

terhadap prestasi belajar siswa di kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu 

Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017-2018”. Skripsi ini di tulis oleh 

Desi Wulandari, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung pada 04 April 2018. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang 

Pengaruh dengan adanya sistem zonasi tersebut dengan prestasi 

belajar siswa.17 sedangkan skripsi yang saya tulis ini membahas 

tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan dan 

kebudayaan terkait sistem zonasi melalui permendikbud Nomor 20 

Tahun 2019. Seharusnya tidak ada pembatasan terkait pemilihan 

sekolah apalagi dengan sistem zonasi yang membatasi hak-hak siswa 

                                                           
16 Eka Reza Khadowmi, “Implementasi kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan 

Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah” (Skripsi-Universitas Lampung, 2019) 
17 Desi Wulandari, “Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa di Kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017-

2018”, (Skripsi-Universitas Lampung, 2018)  
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dalam memilih pendidikan yang dia inginkan dan ditinjau dalam 

prespektif hukum Islam. 

3. “Politik Hukum Dalam Penerapan Sistem Zonasi Pada Penerimaan 

Peserta Didik Baru”. Jurnal ini ditulis oleh Nadya Dara Prasetyo, 

Sofwan Rizko Ramadoni, Mustiko Romadhoni P.W, Luh Komang 

Ary Widhianti, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 

pada September 2017. Dalam Jurnal ini menjelaskan tentang cara 

atau politik yang akan menerapkan kebijakan baru yang dibentuk oleh 

kemendikbud dan diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 

2017.18 Sedangkan penelitian yang penulis angkat di dalam tulisan ini 

tentang produk hukum yang berupa permendikbud Nomor 20 Tahun 

2019 tentang penerimaan peserta didik baru dalam sistem zonasi yang 

setelah diterapkan ternyata menimbulkan beberapa permasalahan 

yang juga merugikan peserta didik baru dengan adanya peraturan 

sistem zonasi tersebut sehingga nilai Ujian Nasional tidak menjadi 

patokan dalam peraturan ini dan ditinjau dalam fiqh siya>sah 

khususnya siya>sah dustu>riyah dan wiza>rah. 

E. Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
18 Nadya Dara Prasetyo et al., Politik Hukum Dalam Penerapan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru, 

(Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017) 
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1. Untuk mengetahui sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru 

menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. 

2. Untuk mengetahui tentang fiqh siya<sah terhadap sistem zonasi  dalam 

penerimaan peserta didik baru menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 

2019. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian  

       Pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

 akan bermanfaat bagi pembaca dan khalayak umum, diantaranya: 

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu 

pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara khususnya 

tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dan dalam 

prespektif fiqh siya<sah. 

2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran atau 

masukan ilmu dan pikiran terkait sistem zonasi dalam penerimaan 

peserta didik baru bagi masyarakat. 

 

G. Definisi Operasional 

       Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari 

terjadi kesalapahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka 

penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang 
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diangkat. Untuk itu penulis akan menjelakan beberapa istilah yang 

merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini. Kata kunci dalam skripsi 

ini antara lain: 

1. Fiqh Siya<sah adalah pembahasan tentang ketatanegaraan Islam dan 

yang digunakan dalam skripsi ini adalah fiqh siya>sah dusturiyyah 

yang akan ditekankan pada bab wizarah yang memiliki arti yakni 

pembantu kepala Negara, Raja, Khalifah dalam menjalankan tugas-

tugasnya. 19 

2. Sistem Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses dimana 

penerimaan siswa baru sesuai dengan  wilayah tempat tinggal. 

Sistem tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 

2019. dan ditujukan agar tidak ada sekolah-sekolah yang dianggap 

sekolah favorit dan non favorit.20 

3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan atau suatu 

proses pencarian dan penarikan peserta didik sebagai input sekolah 

dengan melihat potensi yang dimilikinya melalui seleksi yang 

sudah ditetapkan oleh pihak sekolah atau pemerintah.21 

 

I. Metode Penelitian 

                                                           
19  Ahmad Sukardja, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam  Fikih Siyasah, Ajaran: Ichtiar Van Hoeve, 

2001 
20 Glorious Engine, “Sistem Zonasi”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_zonasi diakses 

pada tanggal 04 Oktober 2019 
21 http://dgilib.unila.ac.id/7156/13/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 04 Oktober 2019 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_zonasi
http://dgilib.unila.ac.id/7156/13/BAB%20II.pdf
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       Sehubungan dengan suatu ilmiah atau kajian, maka diperlukan 

sebuah metode yang menyangkut cara kerja agar dapat memahami objek 

yang akan menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang bersangkutan.22 

Penelitian tentang “Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Sistem Zonasi 

Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 

2019” merupakan penelitian pustaka dan tahapan-tahapan seperti 

berikut: 

1. Data yang dikumpulkan  

a. Penjelasan peraturan tentang sistem zonasi dalam 

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 

b. Jarak yang diatur dalam sistem zonasi 

c. Kronologi penolakan peraturan mengenai sistem zonasi 

d. Teori fiqh siya>sah yang lebih menekankan pada wiza>rah 

2. Sumber Data 

       Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Sumber data primer yaitu sumber data yang mengikat23, dan 

terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang meliputi : 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C dan E Tentang Hak 

                                                           
22 Koentjoroningrat, Metode-metode Skripsi Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

1997),30 

23 Burhan Ash Shofa, Metode Skripsi Hukum, cet 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 103-104 
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Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) 

Tentang Pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang sistem zonasi. 

b. Sumber data sekunder adalah sumber yang berasal dari 

literatur atau buku-buku yang berkaitan24 dengan skripsi ini 

yaitu buku-buku mengenai fiqh siya>sah dustu>ri>yyah seperti 

karangan A. Djazuli, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan buku-buku tentang pendidikan. 

c. Sumber data tersier adalah sumber yang memberikan 

penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder, 

seperti kamus hukum, jurnal makalah ataupun artikel yang 

memiliki hubungan unruk menyelesaikan penelitian ini.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data yang digunakan oeh penulis dalam 

penelitian ini adalah dokumen atau penelitian yang didasarkan pada 

pustaka (Ilibrary research). Dalam penelitian ini penulis mencari dan 

                                                           
24 Ibid., 103-104 
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mengumpulkan bahan-bahan baik berupa peraturan perundang-

undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-

makalah, artikel atau jurnal-jurnal hukum yang mempunyai relevansi 

dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian 

penelitian ini.25  

4. Teknik Analisis Data 

       Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengelolaan data 

merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan 

pencurahan daya pikir secara optimal.26 Teknik analisis data yang 

digunakan oleh peneliti yakni melalui teknik kualitatif deskriptif dan 

pola pikir deduktif yaitu pola pikir dari umum ke khusus. Pengertian 

dari analisis kualitatif sendiri adalah analisis yang digunakan dalam 

penelitian hukum normatif dengan cara menjelaskan secara deskriptif 

berdasarkan susunan kalimat yang logis kemudian diberi penjelasan 

penafsiraan dan ditambah dengan kesimpulan pembahasan dari 

penelitian tersebut. 

 

J. Sistematika Pembahasan  

                                                           
25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2006),23 
26  Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Paktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 77 
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       Supaya mempermudah proses penyunsunan dan pembahasan dalam 

penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi lima bab beserta sub bab yang saling berkaitan satu sama lain.  

       Bab pertama yakni memuat latar belakang dari penelitian ini, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegnaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian 

yang berisi jenis penelitian, pendekatan peelitian, data, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik pengelolaaan data, dan sistematika pembahasan. 

       Bab kedua yaitu membahas mengenai teori landasan dalam melakukan 

penelitian. Pembahasan ditekankan pada penjabaran disiplin keilmuan 

tertentu dengan bidang penelitian yang akan dilakukan dan sedapat 

mungkin mencakup keseluruhan perkembangan teori keilmuan hingga 

perkembangan terbaru yang diungkap secara akumulatif dan didekati 

secara analisis. Dalam bab ini teori yang dipaparkan adalah teori fiqh 

siya>sah dalam hal ini adalah fiqh siya>sah dusturiyyah yang akan ditekankan 

pada bab wiza>rah yang nantinya digunakan sebagai analisis dalam 

menjawab rumusan masalah. 

       Bab ketiga, memuat variabel yang akan dijadikan bahan untuk di 

analisis menggunakan teori wiza>rah, dalam hal ini memuat penjelasan 

sejarah Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019, sistem penerimaan peserta 

didik baru menurut Undang-Undang Sisdiknas dan sistem zonasi 
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penerimaan peserta didik baru dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 

2019.  

       Bab empat memuat mengenai analisis atau jawaban dari rumusan 

masalah yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat pada bab 2. 

Pada bab ini yang nantinya berisikan dua jawaban, yaitu mengenai sistem 

zonasi dalam penerimaan peserta didik baru menurut Permendikbud Nomor 

20 Tahun 2019 dan tinjauan fiqh siya>sahnya. 

       Bab lima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan 

dari semua pembahasan, merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dan kemudian diikuti oleh 

penyampaian saran.  
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BAB II   

FIQH SIYASAH TERHADAP SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN 

PESERTA DIDIK BARU  

 

A. Pengertian dan Objek Fiqh Siya<sah 

1. Pengertian Fiqh Siya<sah 

       Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Menurut bahasa, fiqh 

adalah “paham yang mendalam”. Fiqh merupakan pengetahuan tentang 

hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang 

diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terperinci, yakni dalil-dalil atau 

hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur’an dan As-

Sunnah). Jadi fiqh menurut istilah yakni pengetahuan mengenai hukum 

agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang disusun 

oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.27 

       Secara linguistik, siya>sah memiliki arti yakni mengatur, 

mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana  dalam 

kalimat sasa al-qaum, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. 

Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan 

memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian.28 

Definisi senada juga Ibn Qayyim al-Jawziyah siya<sah adalah “suatu 

perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan 

                                                           
27 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Cet 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 14. 

28 Ibid., 25 
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terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan 

oleh Rasullulah Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT. Menurut Ibnu 

Manzhur, Siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara membawa 

kemaslahatan. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan siyasah sebagai 

Undang-undang untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.  

       Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh siya<sah 

adalah salah satu aspek hukum Islam yang mempelajari seluk-beluk 

pengaturan dan pengurusan umat dalam bernegara dan bermasyarakat 

untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam fiqh siya<sah, para mujtahid 

menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya 

hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

2. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siya<sah  

       Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah, 

yang membagi rung lingkup kajian fiqh siya<sah kedalam lima bagian yaitu 

mencakup: 

1. Siya<sah Dustu<ri<yah (Peraturan Perundang-Undangan) 

2. Siya<sah Ma<li<yah (Ekonomi dan Moneter) 

3. Siya<sah Qad{<a’iyyah (Peradilan) 

4. Siya<sah H{arbiah (Hukum Perang) 

5. Siya<sah Idari<yah (Administrasi Negara) 

Kajian ruang lingkup fiqh siya<sah, berkenaan dengan pola hubungan antar 

manusia yang menuntut pengaturan siya<sah: 
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1. Fiqh Siya<sah Dustu<ri<yyah yakni mengatur hubungan antar 

warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan yang 

lainnya dalam batas administrasi suatu negara 

2. Fiqh Siya<sah Dauliyyah yakni mengatur antara warga negara 

dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga 

negara dan lembaga negara dari negara lain. 

3. Fiqh Siya<sah Ma<li<yyah yakni mengatur tentang pemasukan, 

pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.29 

 

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Siya<sah Dustu>ri>yah 

1. Pengertian Siya>sah Dustu<riyyah 

       Siya<sah dustu<ri<yah adalah bagian dari fiqh siya<sah, dimana fiqh 

siya<sah membahas masalah peraturan perundang-undangan. Dalam 

siya<sah dustu<ri<yah juga dibahas antara lain konsep konstitusi yang  

meliputi Undang-Undang Dasar dan sejarah lahirnya perundang-

undangan dalam suatu negara, legislasi yang meliputi perumusan 

undang-undang, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar 

penting dalam perundang-undangan. Selain itu, siya<sah dustu<ri<yah ini 

juga membahas konsep negara hukum dalam siya<sah, hubungan timbal 

                                                           
29 Djzuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2003), 31 
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balik antara pemerintah dan warga negara dan hak warga negara yang 

wajib untuk dilindungi.30 

       Dustu>ri>yyah secara bahasa berasal dari bahasa Persia dusturi yang 

semula mempunyai arti seorang yang memiliki otoritas, baik dalam 

bidang politik maupun agama. Seiring dengan perkembangan, kata 

dustu>ri>yyah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, yang berarti 

kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara 

anggota masyarakat dalam suatu negara baik yang tertulis (konstitusi) 

maupun yang tidak tertulis (konvensi)31 

       Kata dustu>ri>yyah dapat disimpulkan sebagai suatu aturan 

Perundang-undangan yang mendasar sehingga dapat dijadikan landasan 

utama dalam rujukan tata aturan dalam bernegara agar sesuai dengan 

nilai syariat. Peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada 

konstitusi masing-masing negara yang tercermin dalam hukum dan 

nilai shari>’at al-Isla>m.  

2. Ruang Lingkup Siya>sah Dustu>ri>yyah 

       Siya>sah dustu>ri>yah meliputi berbagai bidang yang luas dan 

kompleks. Persoalan siya>sah dustu>ri>yah yaitu hubungan antara 

pemimpin atau penguasa dengan rakyatnya serta kelembagaan yang 

                                                           
30 Muhammad iqbal, Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Cet. 1, (Jakarta: Prenada 

media group, 2014), 177. 

31 Ibid., 154 
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ada di dalam masyarakat.32 Jika dilihat dari sisi lain siya<sah dustu<ri<yyah 

dapat dibagi menjadi empat bagian: 33 

a) Bidang siya<sah tarsi’iyyah membahas persoalan tentang ahlu halli 

wa al-‘aqd, perwakilan rakyat. Hubungan Muslim dan non-muslim 

di dalam suatu negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-

Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya. 

b) Bidang siya>sah tanfid>iyyah, yaitu membahas persoalan tentang 

imamah, bai’ah, wizara>h, waliy al-ahdi dan lain-lain.  

c) Bidang siya>sah qada>iyyah membahas persoalan tentang peradilan. 

d) Bidang siya>sah idari>yyah, membahas persoalan tentang 

administratif dan kepesyariataian. 

       Menurut Beni Ahmad Saebani ruang lingkup siya>sah dustu>ri>yah 

meliputi hal-hal di bawah ini antara lain:34 

1. Kajian tentang konsep ima<mah, khila<fah, ima<rah, mamlakah. 

2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya. 

3. Kajian tentang bai’ah dari zaman ke zaman. 

4. Kajian tentang waliyul ahdi. 

5. Kajian tentang perwakilan atau waka<lah. 

6. Kajian tentang ahlul halli wa al-aqdi. 

                                                           
32 Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2000), 47 

33 Ibid., 48 

34 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siya<sah, cet 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 40. 
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7. Kajian tentang wiza>rah, sistem pemerintahan presidensil dan 

parlementer, dan 

8. Kajian tentang pemilihan umum. 

       Adapun sisi lain fiqh siyasah dusturiyah termasuk di dalamnya 

bidang kehidupan yang sangat kompleks. Walaupun demikian, 

umumnya bidang ini meliputi hal-hal sebagai berikut:35 

1. Persoalan dan ruang lingkup. 

2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya. 

3. Persoalan rakyat, status dan hak-haknya. 

4. Persoalan bai’at. 

5. Persoalan waliyul ahdi. 

6. Persoalan perwakilan. 

7. Persoalan ahlul halli wal aqdi. 

8. Persoalan wiza>rah. 

 

C. Konsep Wiza>rah 

1. Pengertian Wiza>rah  

       Wiza>rah diambil dari kata Al-wazi>r yang memiliki arti berat. Hal 

tersebut dikarenakan seorang wazi>}r memiliki tugas yang berat. Wazi>r 

merupakan nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, 

sebab pejabat yang mengepalainya berwenang untuk memutuskan suatu 

                                                           
35 Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2000), 53 
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kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, Negara atau kerajaan yang 

bersangkutan.36 

       Kata wiza>>rah juga mengalami perbedaan pendapat di kalangan para 

ulama yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yakni: Pertama, Wiza>rah 

berasal dari kata al-wiza>r yang memiliki arti beban karena wazi>r memikul 

tugas yang dibebankan oleh kepala Negara kepadanya. Kedua, wiza>rah 

diambil dari kata al-waza>r yang memiliki arti al-malja (tempat kembali) 

sebab kepala Negara membutuhkan pendapat dan pemikiran wazi>rnya 

sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu 

kebijakan negara. Dan ketiga, wiza>rah berasal dari kata al-az>r yang berarti 

punggung sebab fungsi dan tugas wazi>r yaitu sebagai tulang punggung bagi 

pelaksana kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya badan menjadi 

tegak dan kuat berdiri karena ditopang oleh punggung.37 

       Ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa wazi>r adalah 

pembantu kepala Negara, Raja atau Khali>fah dalam menjalankan tugasnya. 

Karena pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani 

seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang 

yang terpercaya dan ahli di bidangnya. Sebab kepala negara membutuhkan 

bantuan tenaga dan dan pikirannya wazi>r sehingga sebagian persoalan 

kenegaraan yang berat dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wazi>r 

                                                           
36 Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, sejarah dan pemikiran (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 

2014),73 

37 Munawir Sajadzali, Islam Dan Tata Negara (Jakarta: UI Press, 2011),60 
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dengan kata lain wazi>r adalah tangan kanan kepala negara dalam mengurus 

pemerintahan.38 

 

2. Tugas dan Hak Wiza>rah 

       Kepala Negara atau Khali>fah memberikan kebijakan-kebijakan 

pemerintah agar dapat melindungi rakyat seperti dengan cara memperkuat 

kekuatan militer, mengadakan logistik persenjataan dan militer, 

membangun kesiapan perang dan berbagai bidang dalam pertahanan. 

Pelaksana dari tugas-tugas tersebut yakni seorang menteri. Namun jabatan 

kementerian tertinggi yaitu memberi pertolongan secara umum terhadap 

segala sesuatu yang berada di bawah pengawasan pemerintah secara 

langsung karena bidang tersebut memiliki kontak secara langsung dengan 

penguasa dan juga memiliki peran aktif yang dilakukan dalam sebuah 

pemerintahan.39 

       Bidang tugas yang berhubungan dengan lapisan masyarakat tertentu 

atau lembaga tertentu, maka ia berada di bawah lembaga lain, seperti 

menjaga benteng pertahanan, departemen perpajakan, melakukan 

pengawasan terhadap beberapa permasalahan khusus seperti mengawasi 

percetakan uang logam ataupun mengawasi peredaran makanan.  

                                                           
38 Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1997), 10-14 

39 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam 

Syariat Islam (Bekasi: PT. Darul Falah), 50 
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       Penjelasan wazi>r sebagai pembantu dalam sebuah pelaksana suatu 

tugas disebutkan dalam al-Qur’an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun 

membantu Nabi Musa dalam melaksanakan sebuah dakwahnya kepada 

Fir’aun sebagaimana dalam QS. Furqon : 35  

ا  وَلقََدۡ ءَاتيَۡنَا مُوسََ ٱلۡكِتَ   خَاهُ هَ رُونَ وَزيِر 
َ
ٓۥ أ   ٣٥بَ وجََعَلۡنَا مَعَهُ

Artinya: Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) 

kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia 

sebagai wazi>r (pembantu).40 

       Di sisi lain, kementerian juga mendapatkan kewenangan agar 

melakukan pengawasan administrasi, sebab tugasnya mencakup 

pembagian gaji militer. Maka dari itu, kementerian perlu mengawasi 

pendanaan dan pembagiannya. Begitu pula dengan pengawasan surat 

menyurat maupun tulis-menulis agar rahasia kerajaan atau negara tetap 

terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. 

Karena bahasa masyarakat bangsa Arab mulai rusak dan luntur. Seiring 

dengan kemajuan dan perkembangan kerajaan, stempel kerajaan pun dibuat 

agar memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan agar tidak secara 

bebas tersebar. Tugas ini dilimpahkan kepada kementerian.41 

       Dari beberapa pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa kata al-wazi>r 

memiliki pengertian menyeluruh yang mencakup tugas-tugas yang 

berhubungan dengan pena maupun pedang, serta berbagai pengertian 

                                                           
40 Al-Qur’an, 25:35 

41 Sayuthi Pulungan, Fiqh Siysasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1997), 20 
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kementerian atau pembantu penguasa. Bahkan Ja’far bin Yahya tidak 

jarang untuk dipanggil dengan sebutan “sultan” pada masa pemerintah 

Harun Ar-Rasyidd. Hal tersebut juga menunjukkan Universalitas 

pengawasan dan tugas kementerian dalam sebuah pemerintahan.42 

3. Syarat-Syarat Wiza>rah 

       Implementasi sistem wazi>r untuk pertama kalinya dilakukan oleh 

khali>fah Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Seorang wazi >r memiliki fungsi 

sebagai pendamping khali>fah yang memiliki kewenangan untuk 

menggantikan beban dan tanggung jawab khali>fah dalam menjalankan 

pemerintahan sehari-hari, jika khali>fah tengah berhalangan atau tidak 

dapat menjalankan pemerintahan karena suatu hal, tetapi seorang wazi>r 

akan bertanggung jawab kepada khali>fah, sebab khali>fah memiliki 

kekuasaan dan kewenangan yang mutlak. Diantara syarat yang harus 

dimiliki seorang wazi>r adalah cerdas, cakap, terampil, dapat dipercaya, dan 

juga mau berkerja keras untuk kemajuan.43 

4. Macam-macam Wazi>r  

a. Wizarah Tafwi>dh  

1) Pengertian wizarah Tafwidh  

                                                           
42 Sayuthi Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1997), 24 

43 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat 

Islam , (Bekasi: PT. Darul Falah), 49 
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pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau 

kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang sudah digariskan kepala negara, tetapi 

untuk menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan itu 

bersama–sama dengan kepala negara, dan membantu dalam 

menangani segala urusan rakyat. Jabatan wazi>r tafwi>dh 

hampir menyamai dengan kedudukan Khalifah dikarenakan 

seorang wazi>r memiliki wewenang sebagaimana wewenang 

yang telah dimiliki oleh Imam seperti merancang hukum-

hukum ketatanegaraan, memutuskan urusan-urusan peradilan, 

mengangkat panglima, memimpin tentara dan lain-lain.44  

2) Tugas dan wewenang Wizarah Tafwi>dh 

memelihara berbagai urusan rakyat, tetapi bukan 

melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai yang telah digaji 

untuk melaksanakannya. Serta tidak menangani urusan-

urusan administrasi secara langsung. Akan tetapi bukan 

berarti wazi>r tafwi>dh dilarang melakukan administrasi 

apapun.45 Maksudnya wazi>r tafwi>dh tidak boleh dikhususkan 

untuk menangani tugas-tugas administrasi saja, artinya ia 

boleh melakukan semua aktivitas secara umum. Wazi>r 

tafwi>dh tidak diserahi untuk menangani urusan-urusan khusus 

                                                           
44 Munawir Sajadzali, Islam Dan Tata Negara (Jakarta: UI Press, 2011), 58 

45 Ibid., 59 
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karena seorang wazi>r tafwi>dh diserahi tugas berdasarkan dua 

hal yakni sebagai wakil (wakil khali>fah) dan keumuman 

wewenang diberi jabatan yang mencakup segala urusan 

Negara.  

3) Syarat agar bisa menduduki jabatan wazi>r (pembantu 

khali>fah) yaitu : 

1. Seorang harus memiliki syarat yang ditetapkan untuk 

menjadi khali>fah kecuali faktor nasab (keturuan Quraisy). 

2. Harus memiliki sifat seperti para mujtahid.  

3. Harus memiliki keahlian di dalam tugas yang dipercayakan 

kepadanya seperti urusan peperangan dan kharaj. 

       Ketentuan tersebut, selaras dengan peraturan yang dibuat 

oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai 

pembatasan sistem zonasi. Menteri yang menaungi dalam 

pembuatan keputusan ini menurutnya sudah layak untuk 

diterapkan pada masing-masing calon peserta didik baru. 

Namun, dalam realita banyak yang dirugikan akibat adanya 

keputusan ini. Padahal dalam lembaga wizarah sudah 

dijelaskan bagaiman petugas-petugas ini bekerja supaya 

menimbulkan kemaslahatan ummat dengan cara musyawarah. 

Demikian pun dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 

dalam pembuatan peraturan tidak serta merta dikeluarkan 
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tetapi harus melalui proses yang panjang dalah satunya jalan 

musyawarah untuk mufakat. 

b. Wizarah Tanfidz  

1) Pengertian Wizarah Tanfidz 

       Wazi>r tanfidz (pelaksana) adalah pelaksana 

kebijaksanaan negara yang diputuskan oleh kepala negara, 

kekuasaannya jauh lebih kecil dari wazi>r tafwi>dh. Meskipun 

demikian, sebagai pembantu kepala negara wazi>r tanfidz juga 

dapat menyampaikan saran dan pandangan untuk kepala 

negara.46 Dengan begitu, status wazi>r tanfidz (pelaksana) 

hanya sebagai penengah antara Kepala Negara dengan rakyat.  

2) Tugas dan wewenang Wizarah Tanfidz 

       Wazi>r tanfidz bertugas mengerjakan apa yang 

diperintahkan Imam, melakukan apa yang dikatakannya, 

melaksanakan apa yang diputuskannya, memberitahukan 

pengangkatan pejabat dan penyiapan pasukan, serta 

melaporkan kejadian-kejadian penting dan aktual kepada 

imam agar dapat ditangani sesuai dengan petunjuk imam. 

                                                           
46 Ibid., 170.  
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Wazi>r tanfidz bertugas melaksanakan tugas-tugas, dan tidak 

berhak mengangkat pejabat untuk tugas-tugas tersebut.47 

      Wazi>r tanfidz (pelaksana) tidak membutuhkan 

pengangkatan, tetapi hanya membutuhkan pemberitahuan. 

Apabila wazi>r tanfidz dilibatkan dalam urusan jejak pendapat, 

maka kedudukannya adalah sebagai Menteri khusus dan 

apabila tidak dilibatkan, kedudukannya lebih menyerupai 

penengah atau perwakilan. Wazi>r tanfidz berkonsentrasi pada 

dua hal yakni membuat laporan kepada imam dan 

melaksanakan perintah imam.48  

3) Syarat Wizarah Tanfidz 

       Wazi>r tanfidz tidak disyaratkan merdeka (tidak budak), 

tidak harus beragama Islam, dan berilmu. Ada pula syarat-

syarat wazi>r tanfidz49, yaitu : 

1. Amanah, tidak berkhianat terhadap amanah yang telah 

diberikan serta tidak menipu apabila dimintai nasihat. 

2. Benar dalam berucap, sehingga orang-orang 

mempercayai informasi yang diberikan. 

                                                           
47 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah ; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam 

Syariat Islam (Bekasi: PT. Darul Falah), 44. 

48 Ibid., 45.  

49 Ibid.,  47 
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3. Tidak rakus sehingga tidak berkeinginan untuk menerima 

suap dalam melaksanakan tugas, dan tidak tertipu lalu 

bertindak gegabah. 

4. Tidak memiliki perselisihan dengan orang lain, karena 

perselisihan membuat orang tidak dapat berlaku adil 

terlebih akrab. 

5. Membuat laporan kepada imam dan memberitahukan 

laporan yang didapatkan dari imam. 

6. Cerdas, mampu melihat segala persoalan dengan jelas. 

Apabila wazi>r tanfidz kurang mampu mengetahui 

persoalan-persoalan dan rancu terhadapnya, maka 

semangat dan tekad menjadi tidak benar.  

7. Tidak termasuk orang-orang yang menuruti hawa 

nafsunya, sehingga tidak dapat membedakan mana orang 

yang benar dan salah. Apabila wazi>r tanfidz dilibatkan 

dalam jejak pendapat, maka akan membutuhkan sifat 

kedelapan, yaitu pengalaman yang membuatnya mampu 

mengeluarkan pendapat dan kebijakan dengan tepat. 

c. Perbedaan Wazi>r Tafwi>dh dan Wazi>r Tanfidz 

       Perbedaan wazi>r tafwi>dh dan wazi>r tanfidz dilihat dari tugas 

dan kewenangan :  
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1) Wazi>r tafwi>dh boleh ikut campur dalam peradilan, sedangkan 

wazi>r tanfidz tidak boleh. 

2) Wazi>r tafwi>dh boleh mengangkat gubernur dan pejabat-

pejabat tinggi negara, wazi>r tanfidz tidak diperbolehkan. 

3) Wazi>r tafwi>dh dapat memimpin atau menjadi panglima 

tertinggi dan menyatakan perang, wazi>r tanfidz tidak 

memiliki kekuasaan seperti itu. 

4) Wazi>r tafwi>dh memiliki wewenang untuk mengelola kas 

negara, wa>zir tanfidz tidak berwenang.50 

Perbedaan persyaratan bagi wazi>r tafwi>dh dan Wazi>r Tanfidz 

1) Wazi>r tafwi>dh diharuskan orang yang beragama Islam, wazi>r 

tanfidz diperbolehkan nonmuslim. 

2) Wazi>r tafwi>dh harus mengerti tentang hukum-hukum Islam 

sedangkan wazi>r tanfidz tidak diwajibkan. 

3) Wazi>r tafwi>dh disyaratkan harus mengetahui strategi dan 

taktik dalam peperangan serta mengetahui cara-cara 

mengelola keuangan negara sedangkan wazi>r tanfidz tidak 

disyaratkan untuk hal itu.51  

d. Peran Wazir dalam Pemerintahan Islam 

                                                           
50 A. Djazuli, Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 78.  

51 Ibid., 80 
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       Sejarah Islam, masa Rasulullah SAW kedudukan wazi>r sebagai 

pembantu dapat dari peran Abu Bakar dalam membantu Rasulullah 

SAW dalam menjalankan tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan, 

dimana Abu Bakar berperan penting sebagai partner setia nabi 

Muhammad SAW. Salah satu yang tercatat dalam sejarah adalah 

kesetiannya yang selalu menemani nabi Muhammad SAW hijrah 

dari Mekkah ke Madinah. Sesampai di Madinah, Abu Bakar juga 

dan sahabat-sahabt lainnya sering dijadikan sebagai teman 

bermusyawarah dalam memutuskan berbagai persoalan umat. 

Sampai akhirnya pada masa terakhir kehidupan Rasulullah SAW, 

Abu Bakar menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam 

Shalat berjamaah. 

       Peran yang sama dilakukan olehUsman ibn Affan dan Ali ibn 

Abi Thalib sebagai wazi>r ketika Umar ibn al-Khaththab menjadi 

khalifah menggantikan kedudukan Abu Bakar . Khalifah Umar 

banyak melakukan musyawarah meminta pendapat kedua sahabat 

dalam urusan kebijakan politik. Sesuai dengan perkembangan dan 

perluasan wilayah kekuasaan Islam, khalifah Umar melakukan 

berbagai perbaikan sistem pemerintahan negara, dengan mulai 

adanya pembentukan lembaga-lembaga formal seperti departemen 

dengan fungsi-fungsi khusus. Khalifah Umar mengangkat beberapa 

sahabat yang profesional dan memiliki kemampuan untuk 

menangani urusan-urusan kenegaraan. Demikian  pada masa ini 
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juga masih belum dikenal istilah wazi>r sebagai pembantu khalifah. 

Adapun lembaga formal yang dibentuk ini adalah disebut dengan 

diwan.52  

       Pada masa dinasti Bni Umaiyah juga tidak terdapat perubahan 

yang prinsip di dalam pemerintahan, kecuali hanya sistem 

pemerintahannya yang terjadi perubahan dari sistem demokrasi 

egalitarian (syura) menjadi monarki absolut. Pada masa 

pemerintahan ini hanya melanjutkan dan menyempurnakan 

lembaga formal yang ada pada masa khalifah Umar ibn Khaththab. 

Hanya saja pada pelaksanaanya lembaga tersebut dinamakan 

katib.53 

       Masa pemerintahan Bani Umayyah mengalami kehancuran, 

kemudian pemerintahan Islam dikuasai oleh Bani Abbasiyah. Pada 

masa pemerintahan Bani Abbas inilah wazi>r mulai digunakan untuk 

lembaga formal kenegaraan. Wazir pertama yang diangkat oleh 

khalifah Abu al-Abbas al-Saffah pada masa tersebut adalah Abu 

Salamah al-Khallal.54 Kepadanya khalifah melimpahkan sebagian 

                                                           
52 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2014), 167 

53 Ibid., 168 

54 Ibid., 169 
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tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan. Dia menjalankan tugas-

tugas tersebut atas nama khalifah. 

 

D. Pendidikan Pada Zaman Rasulullah 

       Ilmu dan pendidikan adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan, 

karena ilmu merupakan objek utama dalam pendidikan. Sedangkan 

pendidikan merupakan proses untuk mentransfer ilmu, yang dapat 

dilakukan dengan tiga cara: yakni lisan, tulisan/gambar, dan perbuatan 

(sikap/perilaku).55 

       Agama Islam menempatkan ilmu di posisi yang penting yang telah 

dijelaskan dalam Surat Al-Mujadilah ayat 11: 

ِينَ  هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ واْ فَ  يَ ُ لكَُمۡۖۡ وَإِذَا قيِلَ ٱنشُُُ حُواْ فِِ ٱلمَۡجَ لسِِ فٱَفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللََّّ  ٱءَامَنُوٓاْ إذَِا قيِلَ لكَُمۡ تَفَسَّ

ُ بمَِا تَعۡمَلُونَ  وتوُاْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَ تٖٖۚ وَٱللََّّ
ُ
ِينَ أ ِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلََّّ ُ ٱلََّّ واْ يرَۡفعَِ ٱللََّّ  ١١خَبيِر   نشُُُ

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatan kepadamu: “Berlapang-

lapanglahdalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “berdirilah kamu”, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, 

dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”56 

       Ayat diatas menunjukkan bahwa setiap orang yang beriman wajib 

hukumnya menuntut ilmu baik ilmu akhirat maupun dunia. Dan Allah akan 

mengangkat derajat orang yang berilmu diantara kalian dengan kemuliaan 

di dunia dan pahala di akhirat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

                                                           
55 Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan Cet. 3, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012),12 

56 Al-Qur’an, 58:11 
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kerjakan masing-masing akan diberi balasan berdasarkan amalannya. 

Perbuatan baik akan dibalas baik dan perbuatan buruk akan dibalas buruk. 

       Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu berlaku prinsip tanpa 

mengenal batas dimensi ruang dan waktu. Artinya pendidikan dalam Islam 

bisa dilakukan dimana saja. Tidak hanya diruang kelas, tetapi di alam 

terbuka pun bisa. Bahkan tidak hanya dalam kota namun boleh sampai ke 

luar Negeri.57 Menurut Drs. Muhammad Thalib terdapat 25 asas Islam yang 

diterapkan oleh Rasulullah dalam pendidikan, yaitu: 

1. Mengulang-ulang (agar mudah dipahami) 

2. Sedikit demi seddikit (agar mudah dikuasai) 

3. Memlih yang paling ringan 

4. Mudah dan luwes (fleksibel) 

5. Dalam kondisi segar (agar konsentrasi) 

6. Memilih waktu yang tepat (dalam menyampaikan materi) 

7. Memperhatikan bakat (kodrat/potensi peserta didik) 

8. Mengikuti kecenderungan peserta didik 

9. Mengetahui tingkat kemampuan peserta didik 

10. Berjenjang (sesuai tahapan usia peserta didik) 

11. Stabil dan berkelanjutan (dalam melaksanakan ilmu) 

12. Menyesuaikan perlakuan dengan martabat (kedudukan/keadaannya) 

13. Menguji kemampuan dan ketrampilannya 

                                                           
57 Abdul Majid Khon, Hadis Tarbawi Hadis-Hadis Pendidikan (Jakarta: PrenadaMedia Group, 

2012), 143 
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14. Adil (dalam berbuat bersikap dan memutuskan) 

15. Menghormati hak peserta didik sebagai sahabat 

16. Memperlakukan peserta didik sebagai sahabat 

17. Menimbulkan sikap saling menolong 

18. Menyeimbangkan akal dan hati 

19. Bertanya kepada ahlinya 

20. Selalu dinamis menguji kebenaran 

21. Tidak mencampurkan kebenaran dan kebatilan 

22. Menjauhi yang buruk 

23. Menjauhi kata-kata celaan 

24. Menegakan aturan dngan benar 

25. Menghukum hanya bila perlu58 

       Hak Asasi Manusia (HAM) yang mempunyai arti penting untuk 

kehidupan manusia, terutama dalam hubungan antara negara dan warga 

negara, dan hubungan antara sesama warga negara. HAM merupakan hak 

dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang diperoleh dari Tuhan 

YME dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. HAM tidak bisa 

diganggu gugat oleh siapa pun karena HAM bersifat kodrati dan berlaku 

sepanjang hidup manusia.  

       Setiap hak dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak 

tidak memperhatikan hak orang lain, yang terjadi yaitu benturan hak atau 

                                                           
58 Ibid, 228 
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kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Atau 

dapat juga menimbulkan kasus-kasus pelanggaran HAM. Kasus-kasus 

pelanggaran HAM bisa terjadi di berbagai bidang kehidupan seperti di 

bidang pendidikan. 

       Setiap manusia tidak lepas dari dua hal yaitu kewajiban dan hak 

sebagai warga negara yang baik, kewajiban yang harus dilaksanakan 

sebagai warga negara yang baik salah satunya yaitu ikut mewujudkan cita-

cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia 

4 (empat). Dan hak yang perlu diperoleh warga negara diantaranya 

mendapatkan kesejahteraan hidup dan mendapat perlindungan negara. Dari 

hak-hak tersebut, terdapat hak yang sangat penting sebagai warga negara 

untuk bekal dalam menyongsong hidup di zaman era globalisasi ini. 

       Hak paling penting tersebut yaitu pendidikan, mendapatkan 

pendidikan yang layak sebagai warga negara adalah hal yang utama dalam 

menjalani hidup terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin 

ketat di era globalisasi ini.59  Pada hakikatnya pendidikan merupakan hak 

dasar setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmatinya. 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia dalam 

mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran.  Keberadaan 

pendidikan yang sangat penting tersebut telah diakui dan sekaligus 

                                                           
59 Hak Mendapatkan Pendidikan yang Layak Bagi Warga Negara Indonesia, dalam 

https://www.academia.edu/19558006/HAK_MENDAPAT_PENDIDIKAN_YANG_LAYAK, 

diakses pada 20 Februari 2020. 

https://www.academia.edu/19558006/HAK_MENDAPAT_PENDIDIKAN_YANG_LAYAK


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45 
 

 
 

memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana tercantum dalam UUD 

1945 pada Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia, Khususnya Pasal 28C, 

dan Pasal 31 Bab XIII mengenai Pendidikan dan Kebudayaan.  

       Pasal 28C pasal (1) dan (2) UUDNRI 1945 berbunyi: 

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 

manusia.  

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan 

haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan 

negaranya.  

       Dari pasal 28C tersebut dapat disimpulkan, bahwa setiap manusia 

memiliki hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, melalui pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan, seni dan 

budaya untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup. Selain itu juga berhak 

memajukan dirinya (eksistensi diri) sebagai fitrah (hak asasi) yang melekat 

pada diri mereka. 

       Pasal 31 (1) yang menyebutkan bahwa: “setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan”. Hak memperoleh pendidikan tersebut diperjelas 

dengan pasal 31 ayat (2) yang berbunyi: “setiap warga negara wajib 

mengikuti pendidikan dasar dan perintah wajib membiayainya.” Dari 
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uraian diatas memberikan isyarat bahwa: pertama, setiap warga Negara 

(Indonesia) tidak mengenal suku, agama, ras, dan antar golongan (sara) 

serta bagaimanapun bentuk fisiknya (berkebutuhan khusus/ABK maupun 

normal) memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang 

layak. Kedua, pendidikan pada dasarnya adalah hak warga negara bukan 

sebagai kewajiban. Maka dari itu, Negara berkewajiban memberikan 

pembiayaan, terutama pada jenjang pendidikan dasar.60 Implikasi, bahwa 

setiap warga negara harus memiliki pendidikan minimum (pendidikan 

dasar dari jenjang SD/MI hingga SMP/MTs) yang memungkinkan untuk 

dapat berpartisipasi dalam proses pencerdasan dan kehidupan bangsa. 

Untuk mencapai kondisi tersebut pemerintah berkewajiban membiayai 

pelaksanaan ketentuan tersebut. Dan terdapat sanksi bagi siapa saja yang 

tidak melaksanakan ketentuan tersebut termasuk pemerintah, ketika tidak 

mengalokasikan dana (APBN) bagi penyelenggaraan pendidikan.61 

       Pendidikan pada zaman Rasulullah pun sudah dipertegas bahwasannya 

semua ummat wajib untuk membaca ataupun menulis. Seperti Nabi 

Muhammad menerima wahyu di gua hira berupa surat al-alaq yang pada 

ayat pertama berbunyi “bacalah”. Seruan dan himbauan Nabi yang masih 

diterapkan hingga sekarang. Ketentuan konstitusi yang ada di Indonesia 

yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga 

                                                           
60 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Depok: PrenadaMedia Group, 2017), 967. 

61 Ibid., 971. 
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mengisyaratkan bahwa semua orang berhak untuk memperoleh pendidikan. 

Namun pada kenyataan nya tidak sebanding dengan peraturan yang 

dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang membatasi 

siswa/sisiwi menuntut ilmu berdasarkan dengan sistem zonasi. 
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BAB III 

SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 

MENURUT PERMENDIKBUD NOMOR 20 TAHUN 2019 

 

A. Sejarah Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019  

       Pendidikan di Indonesia seringkali mengalami perubahan, dari 

perubahan kurikulum hingga perubahan manajemen pendidikan. Setiap 

kurikulum memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan 

zaman. Begitupula dengan perubahan penerimaan peserta didik baru 

(PPDB) yang seringkali mengalami perubahan. Tahun ini Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permendikbud nomor 20 

Tahun 2019 jonto nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta 

Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau 

Bentuk Lain Yang Sederajat. Dalam permendikbud tersebut, diatur 

mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima 

calon peserta didik baru.  

       Menteri Pendidikan dan kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, 

sistem zonasi merupakan implementasi dari arahan Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) mengenai pentingnya pemerataan kualitas pendidikan dan 
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melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformaasi sekolah 

menyeluruh.62  

       Sistem Zonasi ini diterapkan dengan tujuan yakni pemerataan sekolah. 

Sejak diterapkannya peraturan tentang zonasi ini tidak ada sekolah favorit 

ataupun unggulan. Banyak para calon peserta didik baru yang 

menginginkan sekolah disekolah favorit, tak hanya calon peserta didik baru 

saja melainkan dengan wali murid yang sangat menginginkan anaknya 

untuk sekolah di sekolah favorit. Tak hanya itu banyak usaha para wali 

murid untuk mendaftarkan anaknya di lembaga bimbingan ternama dan 

calon peserta didik berjuang agar lebih tekun dalam belajar supaya bisa 

menjadi salah satu siswa-siswi disekolah favorit. 

B. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Menurut Undang-Undang 

Sisdiknas 

       Pendidikan di Indonesia seringkali mengalami perubahan, mulai dari 

perubahan kurikulum maupun perubahan manajemen pendidikan. Setiap 

kurikulum memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan 

zaman. Begitu pula dengan pendidikan, yaitu diperlukannya program yang 

terencana agar dapat mengantar proses pendidikan sampai pada tujuan 

pendidikan yang diinginkan. Proses pelaksanaan hingga penilaian dalam 

sebuah pendidikan dikenal dengan istilah kurikulum pendidikan.63 

                                                           
62 Yohanes enggar Harususilo, Ini Alasan Kemendikbud Jalankan Sistem Zonasi, dalam 

https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud-jalankan-sistem-

zonasi diakses pada tanggal 04 Mei 2020 

63 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), 121 

https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud-jalankan-sistem-zonasi
https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud-jalankan-sistem-zonasi
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       Kurikulum sebagai acuan atau program untuk mencapai tujuan 

pendidikan sangat berpengaruh besar dalam membentuk output pendidikan 

yang berkualitas. Begitupun dengan nilai yang tertanam dalam peserta 

didik juga bergantung pada nilai yang terkandung dalam kurikulum yang 

menjadi acuan. Kurikulum merupakan aspek pendidikan yang prinsipil, 

tapi seringkali kebijakan tentang kurikulum pendidikan nasional dianggap 

tidak konsisten.  

       Perubahan drastis dalam suatu pengembangan kurikulum, yaitu 

integrasi sistematis antara pendidikan dasar dan menengah dimulai pada 

tahun 1975, yakni dengan diberlakukannya Kurikulum Pendidikan Dasar 

dan Menengah tahun 1975 (Kurikulum 1975). Pengembangan Kurikulum 

tersebut menggunakan pendekatan Prosedur Pengembangan Sistem 

Instruksional (PSSI), yang berorientasi pada pencapaian sebuah tujuan. 

       Kurikulum selanjutnya, yakni Kurikulum 1984 dan Kurikulum 1994, 

Kurikulum tersebut lebih menekankan pada orientasi akademik dan isi 

(academic and content orientation). Masyarakat mengkritik, bahwa kedua 

Kurikulum  tersebut cenderung menghasilkan peserta didik yang hanya 

pandai menghafal. Kritikan tersebut didukung oleh hasil pengkajian para 

ahli dan evaluasi kurikulum yang menyatakan bahwa kurikulum tersebut 

terlalu sarat materi sehingga guru cenderung lebih mengejar pencapaian 
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target kurikulum yang mengarah pada kemampuan kognitif, sedangkan 

kemampuan afektif dan psikomotorik kurang diperhatikan.64  

       Kelemahan dalam pendidikan pada Orde Baru tersebut dirasakan oleh  

pembaru pendidikan yang menghasilkan UU Sisdiknas 2003, sebagai 

pengganti UU Sisdiknas 1989. Terdapat dua agenda penting dalam 

reformasi dunia pendidikan yakni perubahan orientasi dan tujuan 

pendidikan, dan perubahan manajemen pendidikan. 

       Agenda reformasi pendidikan yang pertama yakni mengubah tujuan 

pendidikan dasar dan menengah, dari semula menyiapkan lulusannya 

sebagai calon-calon ilmuwan menjadi lulusan yang memiliki kompetensi. 

Atau dengan kata lain, mengubah tujuan pendidikan agar lulusan tidak 

hanya berorientasi pada pengetahuan semata (ilmu), melainkan supaya 

lulusan memiliki kemampuan dalam kehidupan (motorik, skill), dan nilai-

nilai akhlak mulia/karakter (afektif, attitude). hal tersebut dilakukan untuk 

mengubah Kurikulum 1994 yang dikembangkan berdasarkan mata 

pelajaran atau materi pelajaran, menjadi kurikulum berbasis kompetensi 

yang rintisannya dimulai pada tahun 2004 (KBK-2004), selanjutnya 

disempurnakan menjadi kurikulum 2006 yang dikenal dengan KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan selanjutnya Kurikulum 2013. 

                                                           
64 Hari Suderadjat, “Peran dan Fungsi Kepala sekolah dalam Pendidikan Karakter”, artikel dalam 

http//pendidikan.bhs.or.id/infOrmasi/artikel/peran-dan-fungsi-kepala-sekolah-dalam-pendidikan-

karakter/, diakses pada tanggal 1 Februari 2020 
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       Peralihan dari Kurikulum mata pelajaran (1994) menjadi Kurikulum 

berbasis kompetensi (Kurikulum 2004, Kurikulum 2006, dan Kurikulum 

2013), membawa perubahan sebagai berikut: 

1. Mengubah tujuan pendidikan dari sekedar mempunyai ilmu, yang 

cenderung mengabaikan karakter, menjadi tujuan pendidikan yang 

berkarakter. 

2. Mengubah mata pelajaran yang sarat dengan materi atau bahan 

pelajaran, menjadi mata pelajaran yang memiliki konsep esensial. 

3. Mengubah proses pembelajaran yang padat dengan ceramah, menjadi 

sebuah proses pembelajaran dengan dengan prinsip self learning, self 

exploration, dan self evaluation, dengan metode ilmiah. 

4. Mengubah evaluasi dari PAN (Penilaian Acuan Norma) menjadi PAP 

(Penilaian Acuan Patokan) dengan prinsip evaluasi berkelanjutan. 

       Sedangkan Agenda Reformasi Pendidikan yang kedua, yaitu 

mengubah sistem manajemen pendidikan yang sentralistik menjadi 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

menetapkan dalam UU Sisdiknas 2003, pasal 51 ayat (2), sebagai berikut: 

“Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan menengah 

dilaksanakn berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip 

manajemen berbasis sekolah.”65 

                                                           
65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat (2) 
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       Perubahan dari manajemen pendidikan yang sentralistik dalam era 

Orde Baru menjadi Manajemen Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah) 

dalam era Reformasi merupakan suatu hal yang sangat logis dan rasional 

sebab peningkatan mutu pendidikan hanya terjadi di sekolah di mana 

penanggung jawab pertama adalah kepala sekolah.  

       Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten dan Provinsi mempunyai motto 

yang sama seperti halnya Kementerian Pendidikan yakni Tut Wuri 

Handayani, artinya Dinas Pendidikan Provinsi  bersama Dinas Pendidikan 

Kota mendorong dari belakang supaya manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) berhasil. Dan Ing Ngarso Sung Tulodo dan Ing Madyo Mangun 

Karso yaitu mereka kepala sekolah dan guru.66 

       Perubahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang 

dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif. Upaya tersebut 

tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 

2003, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan  (SNP), yang telah dilkukan penataan kembali dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. 67 

                                                           
66 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Depok: PrenadaMedia Group, 2017), 970. 

67 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013: Perubahan dan Pengembangan 

Kurikululum 2013 Merupakan Persoalan Penting dan Genting, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013), 22 
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       Gerakan reformasi di Indonesia menuntut diterapkannya prinsip 

demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya 

ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dalam segala aspek 

kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Diantaranya pembahuruan 

kurikulum, yaitu untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang 

beragam yang dilakukan secara profesional, penyunsunan standar 

kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah 

menyesuaikan dengan kompetensi setempat, penyunsunan standar 

kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara 

profesional, penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk satuan 

pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan, pelaksanaan 

manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi, 

serta  penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multi makna. 

       Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan 

diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan 

yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan 

dan pendidikan umum. 

       Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk 

memperbaharui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. 

Pendidikan nasional mempunyai visi agar terwujudnya sistem pendidikan 

sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan 

semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang 
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berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang 

selalu berubah. 

       Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi 

sebagai berikut: 

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia 

2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa 

secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka 

mewujudkan masyarakat belajar 

3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan 

untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral 

4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga 

pendidikan sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan, 

keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar 

nasional dan global. 

5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi 

pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi: 

1. Pelaksana pendidikan agama sera akhlak mulia 

2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi 
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3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan 

5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan 

6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik 

7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan 

berkeadilan 

8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata 

9. Pelaksanaan wajib belajar 

10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan 

11. Pemberdayaan peran masyarakat 

12. Pusat pemberdayaan dan pembangunan masyarakat  

13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional 

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi dan tujuan pendidikan 

nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak 

secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Pembaharuan sistem 

pendidikan  nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi 

daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah. 

       Sehubungan dengan penjelasan diatas maka perlulah pembaharuan 

dalam sistem pendidikan nasional yang lebih menguraikan terkait 

perkembangan pendidikan dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan yang ada. Sehingga, terbit UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. 

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, bahwa Pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarkan satu sistem pendidikan nasional, 

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam Undang-

undang. 

       Ketentuan berikutnya mengenai bagaimana bangunan sistem 

pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 2003) Arti 

“Pendidikan” menurut Pasal 1 angka 1 UU Sisdiknas 2003 hakikatnya 

yaitu upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak 

mulia,  kepribadian, kecerasan, pengendalian diri dan keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari ketentuan diatas, 

memuat dua kegiatan utama yang perlu dikembangkan dalam sebuah 

proses pendidikan yakni proses modernisasi dan proses sosialisasi. Proses 

modernisasi mencakup bidang pengajaran yang lebih memacu pada 

pengembangan kemampuan penalaran dan penguasaan sains dan teknologi. 

Sedangkan proses sosialisasi mencakup bidang pendidikan yang lebih 

fokus pada pengembangan perilaku dan sikap hidup peserta didik dalam 
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mengatur diri dengan kehidupan dan budaya masyarakat lingkungannya, 

baik lokal, regional, nasional maupun global.68    

       M. Ngalim Purwanto dalam bukunya Ilmu Pendidikan, Teoretis dan 

Praktis, menyebutkan bahwa pendidikan merupakan segala usaha orang 

dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin 

perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan.69 Sedangkan 

menurut Abu Ahmadi dalam buku Sejarah Pendidikan, menyebutkan 

pendidikan sebagai seluruh kegiatan orang dewasa yang mempunyai 

pedagogis.70 Dapat disimpulkan dari beberapa ahli diatas bahwa 

Pendidikan merupakan sebuah proses terjadinya pergaulan antara anak-

anak dengan orang dewasa. Pergaulan yang dimaksud adalah pergaulan 

yang mampu menolong anak menjadi orang yang kelak sanggup memenuhi 

tugas hidupnya atas tanggung jawab sendiri. 

       Pendidikan dapat ditinjau dari dua segi, yakni dari sudut pandang 

masyarakat dan sudut pandang individu. Jika dilihat dari sudut pandang 

masyarakat, pendidikan merupakan pewaris kebudayaan dari generasi ke 

generasi agar hidup masyarakat tetap berlanjut. Sedangkan dari sudut 

pandang individu, pendidikan yaitu hak asasi yang melekat pada diri 

                                                           
68 Isrofil Amar dan Trianto, Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Peraturan Perundang-

Undangan Indonesia, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2009), 3 

69 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 1 

70 Abu Ahmadi, Sejarah Pendidikan, (Semarang: Toha Putra, 1975),2 
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manusia sendiri dalam rangka mengembangkan akal pikiran sebagai 

karunia ilahi.71 

       Dari kedua sudut pandang tersebut, maka pendidikan proses 

pembelajaran tidak harus terkungkung dalam dimensi ruang dan waktu, 

dimana disitu terjadi interaksi antara peserta didik dan guru. Akan tetapi 

pendidikan dipandang dari konteks universal, yakni suatu proses pencarian 

dengan mengoptimalisasi pikiran serta hati nurani. Dalam Pasal 3 UU 

Sisdiknas 2003, dijelaskan fungsi dan tujuan pendidikan, yakni pendidikan 

naional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demkratis serta 

bertanggung jawab. 

       Tujuan dari sistem pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam garis 

besar haluan negara (GBHN), bahwa : “Pendidikan nasional berdasarkan 

atas pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasaran dan keterampilan, mempertinggi budi 

pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan, 

agar dapat menumbuhkan masing-masing pembangunan yang dapat 

                                                           
71 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Rajawali, 1987), 1 
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membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas 

pembangunan bangsa.” 

 

C. Sistem Zonasi dalam Penerimaan Pesertaa Didik Baru Menurut 

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 

       Tujuan pendidikan nasional jika dikaji secara mendalam akan 

menemukan dua titik kesimpulan. Pertama, Pendidikan berdasarkan tujuan 

untuk pembinaan moral dalam rangka hablu minallah (sikap spiritual) dan 

hablu minanas (sikap sosial). Kedua, pendidikan bertujuan sebagai 

intelektual pembinaan dalam rangka hablu minallah dan hablu minanas 

artinya, arah mana pun yang kita tempuh apakah akan mentransfer ilmu 

atau pun mentransfer nilai moral. Ujung-ujungnya dalam rangka menjaga 

hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia. 

Hubungan baik kepada Allah terwujud dalam bentuk istiqomah dalam 

beribadah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala 

larangan Allah. Berbuat baik kepada manusia, diwujudkan dalam bentuk 

toleransi dan saling asah, asih, asuh antarmanusia tanpa melihat sara.72 

       Pernyataan tersebut merupakan jalan yang kita tempuh pada tujuan 

akhir dimana jalan tersebut bukanlah suatu masalah. Akan tetapi kita 

sendiri yang telah membuat jalan tersebut sesat. Sementara ini birokrat 

pendidikan tidak sadar dan terjebak dalam suasana yang serba salah. 

                                                           
72 Isrofil Amar dan Trianto, Pendidikan Agama Islam dalam perspektif Peraturan Perundang-

Undangan Indonesia ,(Jakarta: Kencana- PrenadaMedia Group, 2009), 4 
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Artinya bahwa ketika transfer of knowledge di sampaikan mereka lupa 

secara bersamaan transfer of value harus muncul disitu. Sehingga ketika 

mereka memformat model ujian nasional yang muncul hanya serangkaian 

angka-angka dan kalimat-kalimat tanpa nilai-nilai moral yang mampu 

membangun jati diri anak bangsa kedepan dan jauh lebih parah lagi sistem 

demikian di justifikasi sebagai model yang ideal karena diadopsi dari 

negara-negara maju melalui serangkaian studi banding. Hal tersebut 

diperlukan kearifan dan kesadaran moral bahwa kita perlu membangun 

sistem pendidikan holistik, bukan konsialis, yakni suatu sistem pendidikan 

yang mengadopsi nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana yang dituturkan 

oleh bapak pendidikan Ki Hajar Dewantar yang telah banyak dilupakan 

oleh pakar-pakar pendidikan karena mereka tertutup oleh pendidikan 

mereka diluar negeri dan lupa akan jati diri pendidikan bangsanya. 

Akibatnya pendidikan kehilangan nilai kebangsaan dan lebih 

mengedepankan kekerasan, individual, formalitas dan birokratis. Dengan 

pernyataan seperti itu maka sistem pendidikan telah kehilangan ruhnya. 

       Pendidikan dapat diperoleh secara formal maupun non formal. Dalam 

memasuki pendidikan formal Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

(Kemedikbud) memastikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 

akan tetap memakai sistem zonasi ditegaskan dalam Permendikbud Nomor 

20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ajaran tahun 

2019/2020. Sistem zonasi merupakan bagian dari upaya reformasi sekolah 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62 
 

 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik di seluruh 

Indonesia.  

       Ketentuan dan/ atau peraturan yang memuat terkait sistem zonasi 

selalu mengalami perubahan, antara lain: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 

Yakni Tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 68 huruf 

b yang berbunyi73 : 

“Hasil Ujian Nasional digunakan sebagai dasar untuk:  

b. Pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.  

2. Permendikbud Nomor 14 Tahun 201874 

Pasal 12 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 menjelaskan bahwa 

pada pokok calon peserta didik baru kelas satu SD harus 

mempertimbangkan jarak tempat tinggal sekolah sesaui dengan 

zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai 

kewenangannya, dengan ketentuan yang paling terdekat dengan 

satuan pendidikan. Calon peserta dalam mendaftar ke suatu 

pendidikan atau strata yang lebih tinggi diprioritaskan pendafatar 

pertama. Jika, calon peserta didik tidak melaksanakan 

ketentuanketentuan yang sudah ada dalam Pasal 12 maka tidak bisa 

melanjutkan untuk tes selanjutnya yang berupa membaca, menulis 

                                                           
73 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Sstandar Nasional Pendidikan Pasal 68 

huruf (b) 

74 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 
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dan berhitung. Peraturan ini lebih menegaskan bahwa calon peserta 

didik dalam memilih suau pendidikan harus berjarak dekat dengan 

sekolah dan diprioritaskan pendafatar awal yang mendafatra dalam 

sekolah tersebut. Dan peraturan tersebut juga berlaku untuk SMP, 

SMA maupun SMK 

3. Permendikbud Nomor 51 Tahun 201875 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 

2018 menjelaskan tentang tata cara dalam PPDB (Penerimaan 

Peserta Didik Baru) Peraturan yang menjelaskan sistem zonasi 

diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2). Pendaftaran PPDB dalam 

peraturan perundang-undangan Nomor 51 Tahun 2018 setidaknya 

ada tiga kriteria khusus pertama, zonasi. Kedua, prestasi dan 

terakhir ialah perpindahan tugas orangtua/wali. Jalur zonasi lebih 

banyak daripada jalur yang lain dengan ketentuan 90 % dari daya 

tampung sekoalh, sedangkan jalur prestasi memiliki daya tampung 

sekolah sebanyak 5% begitupun dengan jalur dari perpindahan 

orangtua/wali. 

4. Permendikbud Nomor 20 Tahun 201976 

                                                           
75 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 

76 Peratura Menteri kebudayaan dan pendidikn Nomor 20 Tahun 2019 
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Peraturan tersebut membahas tentang tata cara dalam Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) sedangkan, peraturan yang menjelaskan 

sistem zonasi diatur dalam Pasal 16, 18, dan 21. 

Pasal  16  

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut : 

a. Zonasi 

b. Prestasi dan 

c. Perpindahan tugas orang tua/wali 

(2) Jalur zonasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling 

sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah. 

(3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung 

sekolah. 

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya 

tampung sekolah 

Berdasarkan ketentuan tersebut memberikan penafsiran perbedaan 

dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. 

Jika dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang hanya 

menjelaskan jalur zonasi 90% di peraturan ini berkurang 10% 

menjadi 80%, sedangkan jalur preastasi diperbanyak menjadi 

tambahan kuota 10% menjadi 15% selanjutnya jalur perpindahan 
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orangtua/ wali tetap seperti peraturan perundang-undangan 

sebelumnya yakni 5%. 

Pasal 18  

(1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota 

paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, sekolah yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon 

peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan 

Pemerintah Daerah. 

(2)  Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan 

paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. 

(3) Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili 

dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh 

lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta 

didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 

(satu) tahun sejak iterbitkannya surat keterangan domisili. 

(4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu 

keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah 

kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal. 
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Pasal 21 

(1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas 

persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) 

ditentukan berdasarkan : 

a. Nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN dan / atau  

b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik 

maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat 

nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota. 

(2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan 

peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang 

bersangkutan.   

       Dari permendikbud diatas bahwa peraturan sistem zonasi ini hanya 

diterapkan di tingkat SMP dan SMA saja sedangkan SMK tidak berlaku 

sistem zonasi. Dalam peraturan zonasi ini, peserta didik yang diterima 

berada dalam zonasi sebanyak 80% dari daya tampung peserta didik yang 

diterima. 15% dari daya tampung diberikan kepada peserta didik yang 

berprestasi. Sedangkan 5% nya diberikan kepada peserta didik dengan jalur 

perpindahan tugas orang tua/wali.  

       Kesenjangan dalam peraturan baru sistem zonasi khususnya perarturan 

menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 antara lain:  

a) Penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 
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Surat Keterangan Tidak Mampu yang disyaratkan pada 

penerimaan peserta didik baru 2018 ternyata menimbulkan 

banyak polemik. Dalam praktiknya banyak ditemukan SKTM 

yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh sebab itu 

SKTM tidak lagi digunakan di PPDB tahun 2019.  

Ketentuan tersebut dikecualikan untuk siswa dari keluarga 

yang tidak mampu dapat dan/atau tetap menggunakan jalur 

zonasi dengan menyerahkan bukti seperti kartu Indonesia pintar 

(KIP) karena telah mengikuti program pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah untuk keluarga tidak mampu 

b) Domisili 

Pada PPDB 2018 domisili peserta didik dibuktikan dengan 

alamat yang tertera di KK yang diterbitkan minimal 6 (enam) 

bulan sebelumnya. Sedangkan dalam permendikbud yang baru 

untuk PPDB 2019 minimal 1 tahun sebelumnya. Tujuannya 

supaya tidak ada lagi calon peserta didik yang memalsukan 

keterangan domisili agar diterima di sekolah yang diinginkan. 

c) Prioritas satu zonasi sekolah asal 

Aturan PPDB tahun 2019 mengatur kewajiban sekolah untuk 

memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat 

keterangan domisili sesuai dengan satu wilayah zonasi yang 

sama dengan sekolah asal. Dengan begitu jarak sekolah 
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kerumah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan 

penerimaan calon peserta didik.  

5. Permendikbud Nomor 44 Tahun 201977 

Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 44 Tahun 

2019 merupakan Peraturan Pemerintah yang membahas tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sedangkan, peraturan yang 

menjelaskan sistem zonasi diatur dalam Pasal 11 ayat 1 yakni 

pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, airmasi, 

perpindahan tugas orang tua/wali, prestasi. Dalam ayat 2 

menjelaskan jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari 

daya tampung sekolah. Ayat (3) yakni afirmasi paling sedikit 15% 

(lima belas persen) dari daya tampung sekolah, untuk jalur 

perpindahan tugas orang tua/wali paling sedikit 15% (lima belas 

persen) dari daya tampung sekolah, dan sisa kuota pelaksanaan ayat 

(2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur 

prestasi sebagaiman dimaksud ayat (1) huruf d.  

       Peraturan sistem zonasi adalah salah satu peraturan yang ada dalam 

pendidikan. Selain itu peraturan ini telah diatur dalam peraturan menteri 

sehingga memiliki kekuatan dalam penerapannya. peraturan sistem zonasi 

merupakan usaha pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang 

sesuai dengan tujuan dan cita-cita bersama. 

                                                           
77 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 
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       Adanya suatu peraturan dilatarbelakangi oleh masalah yang muncul 

ketika ada kesenjangan antara das solen dengan das sein. Sedangkan 

peraturan pendidikan diputuskan dalam rangka mengurangi kesenjangan 

(descripancy).78 Kebijakan zonasi ini diterapkan dalam rangka mengurangi 

kesenjangan antara sekolah favorit dengan sekolah non favorit. Sehingga 

kesenjangan diantara keduanya tidak ada lagi. 

       Ketentuan tersebut diharapkan akan menjadi solusi terhadap 

kesenjangan selama ini terjadi. Oleh sebab itu, menimbulkan angapan 

masyarakat bahwa setiap sekolah adalah favorit. serta menghapuskan 

paradigma masyarakat yang selalu mengelompokkan antara sekolah yang 

favorit dan non favorit  

                                                           
78 H.M. Hasbullah, Kebijakan pendidikan Dalam Perspektf Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif 

Pendidikan di Indonesia, (Rajawali Pers, 2015) 43 
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BAB IV 

TINJAUAN FIQH SIYA<SAH DAN YURIDIS TERHADAP SISTEM ZONASI 

DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MENURUT 

PERMENDIKBUD NOMOR 20 TAHUN 2019 

 

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta 

Didik Baru Menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019   

       Sistem pendidikan di Indonesia selalu mengalami perkembangan dari 

tahun ke tahun. Dalam periode tahun 2019 pada saat Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan yakni Muhajir Efendi telah mengeluarkan peraturan 

menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang 

Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru yang menjadi sasaran 

adalah siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas maupun Sekolah Menengah Kejuruan. Sistem ini 

mengharuskan peserta didik baru memilih sekolah yang memiliki radius 

terdekat sesuai domisili masing-masing.  

       Peraturan tersebut dinilai masyarakat lebih membatasi siswa untuk 

memilih sekolah yang diinginkan sesuai dengan nilai yang didapatkan. 

Sistem tersebut membuat siswa yang berada pada bangku sekolah yang 

akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya harus bertarung kembali. Artinya 

siswa tersebut sudah berkorban pikiran untuk melunasi semua 

kewajibannya supaya tamat dari pendidikan tersebut akan tetapi terbebani 

kembali dengan sistem zonasi yang membingungkan.
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       Nilai Ujian Nasional, yang diadakan dari tahun ke tahun sampai 

bergantinya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan semakin tidak terpakai 

dan di acuhkan dengan adanya ketentuan ini. Sehingga, banyak orang 

menyayangkan mengapa harus ada sistem zonasi ini. Pemerintah dalam 

membuat peraturan sudah melakukan musyawarah sangat matang, tidak 

hanya melibatkan antar pemerintah yang mengurusi bagian pendidikan 

saja. Tetapi dalam hal ini lembaga legislatif sebagai pembuat Undang-

undang pun telah bermusyawarah dengan waktu yang lama, dan 

mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam 

masyarakat terutama dalam hal negative yang akan berkembang. 

       Masyarakat yang merasa diuntungkan dengan peraturan ini semakin 

terlena akibatnya mereka menganggap bahwa pemerintah sudah bijak 

dalam menangani masalah pendidikan ini. Apalagi yang merasa bahwa 

anaknya dalam mendapatkan nilai tidak sebegitu bagus di sekolahnya, 

namun orangtua sebagai alat pendukung nomer satu semakin bangga jika 

anak tersebut bisa sekolah di dekat rumah. Selanjutnya, jika jarak antara 

tempat tinggal siswa dengan sekolah berdekatan dengan sekolah ternama 

atau sekolah yang berwawasan kompleks. 

       Nilai Ujian Nasional sekarang tidak menjadi acuan bagi peserta  didik 

mulai dari tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. Tujuan pokok supaya 

mereka mendapatkan sekolah yang favorit dan berdekatan dengan tempat 

tinggalnya. Ujian Nasional dulunya menjadi ajang perlombaan antara siswa 

yang satu dengan lainnya, sebab perlombaan tersebut akan menimbulkan 
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akibat bagi yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Pernyataan nilai 

Ujian Nasional yang akan dihapuskan dalam pemilihan sekolah tingkat 

selanjutnya sampai tahun 2018 belum juga dihapuskan. Akhir tahun 2019 

berita itu semakin mencuat kembali bahwa akan terhapusnya Ujian 

Nasional. 

       Ujian Nasional kemudian akan diganti dengan assessment (penilaian) 

kompetensi minimum dan survei karakter pada tahun 2021. Hal tersebut 

sebagai pengganti untuk nilai Ujian Nasional, dan ketentuan tersebut 

pelaksanaannya bukan untuk siswa akhir yang akan melanjutkan ke tingkat 

yang lebih tinggi melainkan untuk siswa yang berada pada pertengahan. 

Meskipun Ujian Nasional ini dihapuskan dan diganti dengan assessment 

(penilaian) kompetensi minimum dan survei karakter tidak menutup 

kemungkinan bahwa sistem zonasi tetap dan akan terus berlangsung. 

       Pada Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 194579 

menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya 

demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. 

Pasal 2 menjelaskan pula setiap orang berhak untuk memajukan dirinya 

dalam memperjuangkan hak-haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa dan negaranya. Artinya, setiap orang mempunyai hak 

                                                           
79 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat (1) dan (2)  
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mengembangkan dan memajukan dirinya untuk meningkatkan kualitas dan 

memajukan haknya secara kolektif dengan memperoleh pendidikan yang 

diinginkan. 

       Penegasan dalam yang terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) mengandung 

frasa “mengembangkan diri” sikap dari mengembangkan diri tidak bisa 

diukur dalam tataran hanya meningkatkan kreatifitas saja, apalagi sifat 

mengembangkan diri ini tertutup oleh akses untuk sistem zonasi yang 

terbatas hanya antar jarak rumah dan sekolah yang harus berdekatan. 

Sebaiknya, sikap mengembangkan diri ini mereka para siswa dari tingkat 

SD, SMP, SMA dan SMK bisa memperluas jangkauan dalam memilih 

sekolah berdasarkan nilai Ujian Nasional layak nya pada waktu sebelum 

sistem zonasi ini dilaksanakan. 

       Sejalan dengan pasal 28 A ayat (2) adanya keterkaitan atau hubungan 

dengan ayat (1) yakni adanya hak mengembangkan dan memajukan dirinya 

untuk meningkatkan kualitas dengan memperoleh pendidikan yang 

diinginkan. Pernyataan kedua ayat tersebut sudah sangat jelas, dengan hak 

yang dimiliki oleh para peserta didik, mengembangkan potensi yang ada di 

dalam diri supaya meningkatkan kualitas pendidikan yang di inginkan 

bukan malah dibatasi hak-hak nya dengan memilih pendidikan sesuai jarak 

rumah terdekat dengan sekolah. 
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       Terdapat pula dalam Pasal 28 E80 yang menjelaskan setiap orang bebas 

memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan 

dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih 

tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak 

kembali. Artinya tidak ada larangan bagi setiap orang untuk memilih 

agama, pekerjaan, kewarganegaraan terutama memilih pendidikan serta 

pengajaran yang diinginkannya.  

       Pasal 31 ayat (1) dan (2)81 yang berbunyi bahwa setiap warga berhak 

mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti 

pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Artinya setiap 

warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh memilih dan 

mengikuti pendidikan serta pemerintah pula wajib untuk membiayainya. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b82 yang berbunyi setiap peserta 

didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan 

pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Dan 

dipertegas kembali dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak83 yakni berbunyi bahwa setiap anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka penggembangan 

                                                           
80 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E 

81 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2) 

82 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 Ayat (1) 

83 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
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pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Pasal 68 huruf b84 yang berbunyi Hasil Ujian Nasional 

digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan seleksi masuk jenjang 

pendidikan berikutnya. Artinya Hasil Ujian Nasional sangat penting dalam 

pertimbangan seleksi jenjang pendidikan berikutnya akan tetapi dalam 

regulasinya nilai hasil Ujian Nasional tidak lagi digunakan dalam tahap 

seleksi jenjang berikutnya.  

       Pengembangan pribadi dengan kecerdasan intelektual antar pribadi 

jelas berbeda, maka dari itu dijelaskan dalam setiap peraturan perundang-

undangan yang menjelaskan tentang pendidikan semua berhak memperoleh 

pendidikan tanpa terkecuali. Peraturan pemerintah ini sangat disayangkan 

untuk para siswa yang merasa tempat tinggalnya jauh dengan sekolahnya. 

Intinya, apabila dalam pengembangan diri siswa tersebut memiliki bakat 

kreatif dan inovatif tapi dia mendapat sekolah yang tidak bisa 

mengembangkan potensinya itu semua menjadi pekerjaan bagi pemerintah, 

supaya regulasi untuk sistem zonasi lebih diperbarui. 

       Peraturan terkait sistem zonasi sudah ada sejak dahulu, dan 

pengembangan peraturan tersebut sudah bergulir dan melalui pembaharuan 

yang sudah ada sehingga dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 

khususnya Pasal 16 yang lebih menjelaskan terkait prosentase yang 

                                                           
84 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 68 huruf 

b 
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dibatasi oleh calon peserta didik untuk jalur sistem zonasi sendiri 80% 

karena ketentuan antar jarak rumah dengan sekolah lebih diperhatikan 

dalam perumusan peraturan yang dicantumkan dalam Permendikbud ini. 

Selanjutnya untuk jalur prestasi sebesar 15% yang mengakibatkan 

kecerdasan intelektual pada masing-masing siswa semakin dibatasi untuk 

bisa masuk ke pendidikan yang favorit, terakhir untuk kuota calon peserta 

didik baru akibat dari adanya perpindahan orangtua/wali sebesar 5% 

dengan pertimbangan bahwa orangtua/wali tersebut tigas pekerjaannya 

bisa berpindah-pindah dan pemerintah memberikan kuota atau hak kepada 

calon peserta didik yang orangtua/wali nya saat berkerja berpindah tempat. 

 

B. Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta 

Didik Baru Menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019  

       Ketatanegaraan dalam Islam, siya<sah dustu<ri<yah merupakan bagian 

dari fiqh siya<sah, dimana fiqh siya<sah membahas masalah peraturan 

perundang-undangan. Dalam siya<sah dustu<ri<yah juga dibahas antara lain 

konsep konstitusi yang  meliputi Undang-undang Dasar dan sejarah 

lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, legislasi yang meliputi 

perumusan Undang-undang, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan 

pilar penting dalam perundang-undangan. Selain itu, siya<sah dustu<ri<yah ini 

juga membahas konsep negara hukum dalam siya<sah, hubungan timbal 
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balik antara pemerintah dan warga negara dan hak warga negara yang wajib 

untuk dilindungi.85 

       Penulis mengkorelasikan dengan teori siya<sah dustu>ri>yyah diatas 

bahwa peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 

2019 banyak mengandung kontoversi dan kerugian khususnya yang dialami 

oleh wali murid dan peserta didik yang tidak bisa memilih sekolah yang 

diinginkannya karena terhalang sistem zonasi. Berkaca pada prinsip 

siya<sah dustu>ri>yah bahwa pemerinntah dalam membentuk suatu peraturan 

perundang-undangan harus memiliki hubungan timbal balik antara 

pemerintah dan warga negara dan hak warga negara yang wajib untuk 

dilindungi.  

       Dalam fiqh siya<sah dustu>ri>yah juga membahas tentang salah satunya 

wiza>rah, ulama’ dalam mengambil dasar-dasar adanya kementrian dengan 

beberapa alasan , salah satunya adalah karena alasan yang sifatnya praktis 

yakni imam tidak mungkin sanggup melaksanakan tugas-tugasnya di 

dalam mengatur umat tanpa adanya wazi>r . dengan adanya wazi>r yang 

membantu imam di dalam mengurus umat, akan lebih baik pelaksanaan nya 

dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan.86 

                                                           
85 Muhammad iqbal, Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Cet. 1, (Jakarta: Prenada 

media group, 2014), 177. 

86 Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018), 23 
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       Seorang wazi>r dapat dibedakan menjadi dua yakni wazi>r tafwi>dh dan 

wazi>r tanfidz. Dalam pembahasan terkait sistem zonasi, maka Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan ini bisa dikatakan sebagai seorang wazi>r atau 

wakil dari seorang imam untuk memutuskan kebijakan politik negara. 

Pengangkatan wazi>r tafwi>dh dipilih langsung oleh Kha>lifah atau Kepala 

Negara. 

       Wazi>r tafwi>dh dapat diartikan dengan orang yang diminta bantuannya 

oleh imam serta diserahi tugas mengatur dan menyelenggarakan 

pemerintahan sesuai dengan pendapatnya dan ijtihadnya. Artinya, Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga eksekutif di Indonesia, 

diberikan tugas oleh seorang Presiden Joko Widodo untuk membuat atau 

mengatur peraturan terkait sistem zonasi dengan jalan musyawarah antar 

rekan kerja di area Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi dalam 

membuat peraturan tetap memperhatikan kemaslahatan umat atau rakyat 

nya terutama para siswa yang terkena dampak akibat peraturan tersebut.  

       Peraturan yang di buat oleh menteri pendidikan dan kebudayaan 

merupakan terobosan yang sudah lama diimpikan. Implementasian dari 

peraturan itu baru dimulai sejak awal tahun 2019 dengan penerapan sistem 

zonasi. Peraturan terbentuknya sistem zonasi memuat sisi baik dan 

buruknya, jika sesuatu tersebut dirasa tidak pantas untuk dilaksanakan 

maka harus ditinggalkan, dan bila mana sesuatu yang baik dan mengandung 

unsur kemaslahatan maka sebaiknya dilaksanakan.  
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       Penerapan sistem zonasi ini, khususnya sebagai seorang wazi>r dalam 

mengambil keputusan maupun peraturan juga perlu dipertimbangkan 

matang-matang meskipun sudah dilaksanakan secara musyawarah dengan 

lembaga lainnya. Lembaga lain yang terkait dengan pertimbangan 

pertimbangan yang lain, misalnya rapat dengan guru guru yang ada di 

sekolah sehingga menuai kata mufakat. 

       Musyawarah sangat penting dalam terbentuknya suatu keputusan yang 

dibuat oleh para pejabat negara atau dalam tataran seorang pemimpin. Baik 

buruknya suatu peraturan jika itu mengandung unsur kemaslahatan, maka 

peraturan tersebut harus dijalankan, meskipun tidak sedikit orang yang 

mengaggap bahwa sistem zonasi ini sebagai hal positif. 

       Wazi>r dalam konteks pendidikan yakni Nadiem Anwar Makarim 

memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan baru dalam dunia 

pendidikan salah satunya yaitu mengubah paradigma kurikulum, tata cara 

belajar, serta sistem seleksi untuk masuk jenjang yang lebih tinggi yakni 

sistem zonasi.  

       Abdul Kadir Audah87 menjelaskan bahwa hak rakyat itu antara lain, 

hak untuk di samakan dalam kebebasan berpikir, berakidah, berbicara, serta 

berpendidikan. Hak untuk dipersamakan dalam memperoleh pendidikan 

sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang saat ini ada, yakni 

                                                           
87 Ibid, 77. 
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dalam peraturan tertinggi Undang Undang Dasar Tahun 1945. Memang 

benar, adanya persamaan untuk memperoleh semua pendidikan tanpa 

membeda-bedakan, namun ada titik pekat di dalam peraturan ini bahwa 

hak untuk dipersamakan pendidikan berbeda dengan hak untuk memilih 

tempat pendidikan atau sekolah yang diinginkan dengan takaran nilai atau 

intelektual yang dimiliki oleh para masing-masing siswa yang berbeda 

pemikirannya. Hal ini dibatasi oleh adanya sistem zonasi, lagi lagi terbatas 

hanya persoalna jarak. Meskipun, dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 

2019 dijelaskan bahwa ada beberapa ketentuan terkait untuk 

prosentasenya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari uraian dan hasil penelitian yang telah di paparkan di bab-

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan: 

1. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 

tentang sistem zonasi ini tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar 

1945 yang berisikan setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan 

sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki yang pada regulasinya 

siswa dibatasi dalam memilih sekolah. Sedangkan tujuan dari 

dibentuknya peraturan ini untuk menyamaratakan sekolah yang ada di 

Indonesia 

2. Ditinjau dari siya>sah dustu>ri>yah, kementerian setara dengan wizarah 

yang artinya pembantu kepala Negara, Raja atau Khali>fah dalam 

menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini peraturan yang dibuat 

oleh menteri pendidikan dan kebudayaan terkait zonasi sejalan dengan 

adanya konsep wizarah yaitu untuk kemaslahatan umat, sedangkan 

tujuan dari adanya peraturan menteri nomor 20 tahun 2019 ini 

berdampak negatif bagi sebagian masyarakat karena peraturan tersebut 

membatasi seorang siswa dalam mendapatkan pendidikan yang sesuai 

dengan bakat dan minat yang dimiliki. 
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B. Saran 

Sistem zonasi dalam Permendikbud Nomor 20 tahun 2019 ini sudah sangat 

luar biasa menimbang dengan hak dan kewajiban atas rakyatnya, namun 

dalam hal ini peraturan tersebut supaya lebih adil jika peraturan terkait 

sistem zonasi ini lebih dipertegas kembali terutama pada persoalan jarak 

rumah siswa dengan sekolah yang harus berdekatan. Sebagai rasa 

kemanusiaan, bahwa sistem zonasi ini tidak berlaku pada siswa yang pintar 

terlebih jika jarak rumahnya jauh dengan sekolah otomatis dia hanya 

terpasung menunggu pendaftaran yang tidak begitu favorit sekolah dengan 

rumahnya. 
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